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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksana tugas 
sementara (Plt) Walikota Makassar dalam pengambilan kebijakan mutasi dan 
bagaimana akibat hukum terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat 
pelaksana tugas tersebut. 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan mengumpulkan data berupa data primer melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat 
memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian dan data 
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam 
literatur yang berkaitan dengan tujuan penilitian seperti dokumen, artikel, buku, 
dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan masalah penelitian, 
kemudian diolah, dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. 
Kebijakan yang dikeluarkan oleh  pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) 
Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya 
sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada 
yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan 
tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan 
tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi 
suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (Plt) Walikota Makassar. 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas sementara walikota Makassar 
adalah tidak sah, pengisian jabatan yang lowong tidak logis dengan fakta yang 
terjadi, walaupun sesuai dengan prosedur yang ada dengan meminta izin kepada 
kementerian dalam negeri atas kebijakan pengisian jabatan yang kosong, akan 
tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Plt Walikota Makassar 
melakukan Mutasi sebanyak 113 pejabat struktural III dan IV lingkup Kota 
Makassar, pengisian jabatan yang lowong tidak mungkin sebanyak itu.menurut 
Surat Edaran Menteri dalam Negeri (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang penggantian 
pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak. 
Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut Surat Edaran tersebut, 
pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri 
Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan 
jabatan dengan selektif, dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 
Tahun 2018. 
 








A. Latar Belakang Masalah 
Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara kesatuan yang 
berbentuk republik dengan bentang wilayahnya dari Sabang sampai 
Merauke. Negara ini lahir berkat tekad dari masyarakatnya yang 
menginginkan negaranya merdeka dan berdaulat, sejak Negara ini 
memproklamirkan kemerdekaannya  pada tanggal 17 Agustus 1945, 
Indonesia memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional dan 
merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini. 
Indonesia sebagai sebuah Negara mempunyai Konstitusi sebagai 
dasar negara yaitu Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
semua kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia diatur. 
Ditegaskan pula bahwa Negara republik Indonesia merupakan sebuah 
Negara hukum yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat, artinya bahwa 
Indonesia adalah Negara konstituisi yang berbentuk republik kesatuan dan 
berlandaskan demokrasi. 1  Jadi pelaku Negara adalah kebalikan dari 
Negara penguasa, yaitu pelaku Negara adalah rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan atas negara2 
Akan tetapi, melihat bahwa wilayah Negara republik Indonesia 
merupakan Negara besar dan bentang wilayahnya yang sangat luas dan 
                                                             
1HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 2005) hlm. 17. 
2Willy. D.S. Voll ,Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur: Sinar 






dengan kondisi sosial budaya yang dimiliki beragam, Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum Negara Repubik 
indonesialalu mengatur harus adanya pemerintahan daerah. 
Maka dari itu lahirlah otonomi daerah.Otonomi daerah merupakan 
penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat 
operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. 
 Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, 
akantetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi 
kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang 
harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri 
mempunyai berbagai unsur, diantaranya ialah: pertama, pembagian tugas 
dalam arti melaksanakannya. Kedua,pemberian kepercayaan berupa 
kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana 
menyelesaikan tugas itu.Dengan demikian, pemberian otonomi 
mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha 
mengembangkan kemampuan sendiri yang dapat membangkitkan oto-
aktifitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam makna yang sebaik-
baiknya.3Inti dari tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 
meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah, yang sasaran-sasarannya adalah pelayanan terhadap masyarakat, 
pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan stabilitas politik dan 
kekuasaan bangsa.4 
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 
                                                             
3Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 
2014), hlm.95 
4Sujamto, Cakrawala Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 4 
  
 
menyelenggarakan otonomi daerah.Dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
berbagai keanekaragaman daerah tersebut. 
Terciptanya otonomi daerah menghasilkan beberapa peraturan 
pemerintahan daerah,beberapa diantaranya adalah:Undang Undang Nomor 
5 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang 
Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014, dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Sistem pemerintahan Negara Republikindonesia yang selanjutnya 
disebut UUD 1945 memberikan keleluasan kepada Daerah untuk 
menyelenggarakan otoonomi Dearah. Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, 
dirasa perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, 
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan 
potensi dan keanekaragaman daerah. 
Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun 
diluar negeri serta tantangan persaingan global (penduniawian, 
penjagadan) di rasa perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan 
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 
daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, 
pembagian, pemanfaatan, seumber daya nasional, serta pertimbangan 
keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi , 
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Serta potensi dan 
keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara 
kesatuan Republik Indonesia. 
  
 
Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan 
amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan 
(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejathraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, 
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-
Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.Urusan pemerintah ini 
adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan 
pemerintah.Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 
asas otonomi dan tugas bantuan. Urusan pemerintahan yang (mutlak) 
meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, 
fiskal nasional, dan agama. 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, 
pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian 
urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil 
pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah, 
dan/atau pemerintahan desa. Perangkat pemerintah atau wakil pemerintah  
di daerah dimaksudkan adalah berupa perangkat pemerintah dalam rangka 
dekonsentrasi kepada gubernur. Dalam penyelenggaraan urusan 
  
 
pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksemerlitas, akuntabilitas, dan 
efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan 
pemerintahan.dan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan 
kewenangan antar pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau 
pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai 
suatu sistem pemerintahan. Antar pemerintahan daerah adalah hubungan 
antara provinsi, kabupaten/kota atau provinsi dengan 
kabupatem/kota.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria tersebut terdiri dari atas 
urusan wajib dan urusan pilihan.Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimum (SPM) 
secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.Urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan 
sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang di 
desentralisasikan.5 
Urusan pemerintahan yang diserahkan/dilimpahkan kepada 
gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang 
didekonsentrasikan.Sedangkan urusan provinsi yang bersifat pilihan 
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejathraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, 
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.Urusan pemerintahan 
yang secara nyata ada, sesuai dengan kondisi kekhasan serta potensi yang 
dimiliki, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, 
kehutanan, dan parawisata. 
                                                             
 
5HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 2005) hlm. 161. 
  
 
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi adalah hubungan 
bertingkat. Gubernur menjalankan pemerintahan di wilayah provinsi 
berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan kewenangan dari alat 
perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan 
pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.2 Adapun Pasal 
18 ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan hubungan antara pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan 
sederajat karena Gubernur dan Bupati/Walikota sama-sama menjalankan 
pemerintahan di wilayah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi 
(otonomi daerah) dan tugas pembantuan. Gubernur memiliki kedudukan 
atau peran ganda yaitu sebagai kepala daerah provinsi (Local Self 
Government) sekaligus Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di daerah 
(Local State Government).3 Istilah lainnya sebagai kepala daerah otonom 
(local self government) dan kepala wilayah administratif 
 (field government), Bupati dan Walikota hanya bertindak sebagai 
kepala daerah otonom saja.6 
Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pemerintah akan 
selalu dihadapi oleh permasalahan begitupun dengan penyelenggaraan 
otonomi daerah, jabatan justru bisa menimbulkan masalah. Salah satunya 
terjadi pada pemerintahan kota Makassar yang terjadi kekosongan jabatan 
karena pejabat defenitif walikota Makassar yaitu Danny Pomanto cuti dari 
jabatannya sebagai walikota Makassar untuk maju kembali sebagai 
walikota Makassar. 
                                                             
6 Asmar, Abd Rais, Desember 2015, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. Vol 2,No.2, journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article 
  
 
Dalam hal ini terjadi masalah kekosongan jabatan karena Dani 
Pommanto sebagai walikota cuti hingga waktu yang telah ditentukan, 
maka dari itu wakil dari pejabat yang melakukan cuti yaitu Syamsu Rizal 
akan di tugasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas 
sementara (Plt) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 20167. 
  Penugasan pelaksana tugas (plt) walikota Makassar sebagai 
pengganti pejabat yang berhalangan tetap untuk melaksanakan 
pemerintahan di kota Makassar menimbulkan permasalahan dalam aspek 
Hukum Administrasi Negara dikarenakan pelaksana tugas kepala daerah 
dengan dengan kepala daerah definitif berbeda. Dalam hal pengangkatan 
pelaksana tugas kepala daerah maupun peran dan kewenangan pelaksana 
tugas dalam menjalankan pemerintahan. 
Berbagai aspek diatas melatarbelakangi penulis untuk membuat 
skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota 
Makassar Dalam pengambilan Kebijakan Mutasi.8 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di kantor walikota Makassar yang berada 
di Jalan Ahmad Yani No.2 Kelurahan Bulo Gading Kecamatan 
Makassar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pelaksana tugas 
walikota Makassar setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas yang telah 
                                                             
7Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 
8Reza Jurnaliston, Kemendagri Sebut Calon Tunggal Tak Bisa Dilantik Jika Suara Tak 
Lebihi 50 persen, Kompas, 28 Juni 2018 
  
 
memenuhi syarat untuk menjadi pejabat sementara guna mengisi 
kekosongan kepala daerah di kota Makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun judul dari penelitain ini adalah “Analisis Peran Pelaksana 
Tugas (Plt) Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan. Dapat 
diberikan pengertian sebagai berikut agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, 
maka penulis akan mendeskripsikan pengertian dari beberapa variable 
yang dianggap penting. 
a. Peran  : pengertian peran menurut pemaparan defenisi para ahli 
mengatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis dari 
kedudukan atau status. Seseorang telah melaksanakan peran ketika 
ia telah melaksanakan hak, dan kewajiban. 
b. Pelaksana:pelaksana memiliki arti orang (panitia, organisasi, dan 
sebaginya) yang mengerjakan ataupun melaksanakan tugas, 
rancangan dan sebaginya. 
c. Tugas:arti kata tugas itu sendiri adalah hal yang wajib dikerjakan 
atau yang ditentukan untuk dilakukan pekerjaan yang merupakan 
tanggung jawab seseorang yang telah menjadi pekerjaannya. 
d. Walikota:walikota memiliki arti pejabat tertinggi di suatu wilayah 
kota madya yang memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin 
penyelenggaraan daerah berdasarkan Ketentuan UUD 1945, dan 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. 
e. Kebijakan : kebijakan memiliki arti rangkaian konsep dan asas 
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
  
 
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik itu tentang 
pemerintahan, organisasi dan sebaginya.9 
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang dijelaskan,  maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kewenangan Pelaksana Tugas Sementara (Plt) 
Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi? 
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Kebijakan Mutasi Yang 
Dikeluarkan Oleh Pejabat pelaksana Tugas Sementara (Plt) dalam 
Menjalankan Tugasnya sebagai Kepala Daerah? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian  pustaka merupakan salah satu metode untuk melakukan 
penelitian dalam bentuk kepustakaan.dan Merupakan metode bagi peneliti 
untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian.Indikasinya 
melacak dan menelusuri literatur yang memiliki substansi kajian 
sebagaimana inti pembahasan dalam penelitian ini secara komprehensip.10 
Demi melengkapi referensi, penulis mengangkat beberapa kajian pustaka 
untuk mendukung skripsi ini, antara lain sebagai berikut : 
1. Ridwan HR dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”, buku ini 
menjelaskan tentang apa Negara hukum dan hukum administrasi 
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Negara, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, dan bagaimana 
asas-asas umum pemerintahan yang baik 
2. Aminuddin Ilmar dalam bukunya “Hukum Tata Pemerintahan”, 
membahas mengenai konsep yang sangat penting dalam 
menyelenggarakan tatanan pemerintahan yang bersandar kepada 
pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sehingga 
pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintahan mempunyai 
tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan benar. 
3. Siswanto Suwarno dalam bukunya “Hukum Pemerintahan Daerah” 
membahas mengenai pemerintahan daerah di indonesia secara khusus, 
demikian pula membahas salah satu sisi hukum pemerintahan daerah 
yakni masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah. Menurut 
Siswanto, istilah hukum tidaklah identik dengan undang-undang. 
Ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan daerah secara yuridis, 
lebih banyak dilahirkan oleh undang-undang positif di indonesia, 
mulai sejak awal berdirinya Republik Indonesia sejak tahu 1945. 
Beberapa sumber hukum tentang hukum pemerintahan daerah, selain 
undang-undang meliputi konstitusi, kebiasaan-kebiasaan (custom), 
konvensi, traktat, perjanjian, pendapat para sarjana atau ilmuwan 
(pendapat doktrin), serta pendapat para hakim (Yurisprudensi). Dengan 
kata lain, hukum bahwa hukum pemerintahan di daerah di indonesia 
dewasa ini tidak hanya bersumber dari undang-undang belaka, namun 
kebiasaan-kebiasaan yang bersifat khusus tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa, seperti pemerintahan 
daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, Papua, pemerintah 
  
 
telah menghargai sifat-sifat kekhususan dan atau keistimewaan 
tersebut, yang substansi materinya tidak hanya bersifat uniform dengan 
daerah-daerah lainnya. 
4. Inu Kencana Syafiie dalam bukunya “Ilmu Pemerintahan” membahas 
mengenai keilmuan pemerintahan secara komprehensif dan integral. 
Hingga posisi ilmu pemerintahan, cirri ilmu pemerintahan, paradigm 
ilmu pemerintahan, asas ilmu pemerintahan, teknik ilmu pemerintahan, 
teori pemerintahan, sistem pemerintahan, dan objek ilmu 
pemerintahan. Menurut Inu, ketika ilmuwan berbeda pendapat tentang 
ilmu pemerintahan dan agama maka ia sengaja memberikan kaitannya 
dengan agama. Hal ini memperlihatkan penolakannya terhadap 
sakularisme. Selain itu ia juga menambahkan perbandingan 
pemerintahan, ekologi pemerintahan, menejemen pemerintahan, 
kepemimpinan pemerintahan, dan berbagai organisasi pemerintahan 
dengan keseimbangan pemerintahan sebagai ciri khususnya. 
5. Penulis mengambil skripsi dari karya skripsi Krizya Hadinata “ 
Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas 
Sementara Walikota Pare-pare, ini sangat berbeda dari skripsi yang 
penulis susun karena pada skripsi diatas membahas tentang 
kewenangan pejabat pelaksana sementara sedangkan yang penulis 
bahas ialah mengenai bagaimana peran pelaksana tugas dalam 
pengambilan kebijakan. 
Wewenang dan peran memiliki arti yang berbeda, wewenang adalah 
hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan 
tertentu sedangkan peran suatu rangkaian perilaku yang diharapkan 
  
 
dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun 
informal. 
E. TujuanPenelitian  
Secara umum dalam suatu penelitian skripsi tidak akan terlepas 
maksud dari tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitupun dengan 
penelitian skripsi yang di lakukan penulis mengenai Analisis Peran 
Pelaksana tugas (Plt) Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan. 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui Kewenangan Pelaksana Tugas Sementara (Plt) 
Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi 
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Atas Kebijakan Mutasi Yang 
Dikeluarkan Oleh Pejabat pelaksana Tugas Sementara (Plt) dalam 
Menjalankan Tugasnya sebagai Kepala Daerah 
F. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian yaitu : 
1. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada dunia akademik mengenai peran pelaksana tugas 
(Plt) Walikota Makassar dalam pengambilan kebijakan. 
2. Secara praktis untuk memberikan gambaran lebih luas kepada 
masyarakat luas secara umum dan masyarakat Makassar secara 
khusus mengenai peran pelaksana tugas (Plt) walikota Makassar 








A. Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian pemerintahan daerah  
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia.11 
Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut 
dengan presiden ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan terhadap pemerintahan Negara RI.Disamping itu, 
penyelenggara pemerintahan daerah ialah gubernur, bupati, ataupun 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara roda 
pemerintahan daerah.12 
Menurut Suhady dalam riawan, pemerintah (gevornment) ditinjau dari 
pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the 
affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia 
sebagai pengarahan dan adminsitrasi yang berwenang atas kegiatan 
masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat 
juga di artikan sebagai the gevorning body of a nations, state, city, ectyaitu 
lembaga atau badan penyelenggaraan pemerintah Negara, Negara bagian, 
atau kota dan sebagainya. 
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Pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi 
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan 
yudikatif. 
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu hanya meliputi 
cabang eksekutif saja. 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
NegaraRepublik Negara Tahun 1945. 
Di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 ditegaskan pula 
bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan permerintahan 
memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya 13 . Hubungan 
tersebut meliputi hubungan wewenang, Keuangan, Pelayanan umum, 
Pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.Hubungan 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber 
daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.Hubungan wewenang, 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan 
antarsusunan pemerintahan. Penegasan ini merupakan koreksi terhadap 
pengaturan sebelumnya di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 
(Pasal 4), yang menegaskan bahwa Negara provinsi, daerah kabupaten, 
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dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai 
hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan yang demikian 
kepala daerah kabupaten/kota menganggap gubernur bukanlah atasan 
mereka sehingga jikaakan berhubungan dengan pemerintah pusat, 
pemerintah kabupaten/kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur, 
tetapi langsung saja ke pusat.Akhirnya, kewenangan gubernur menjadi 
mandul.Hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kedudukan 
gubernur pada masa Undang Undang Nomor 5 tahun 1974. 
Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara 
pemerintah dan daerah, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10 
menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, pemerintahan daerah menjelaskan otonomi seluas luasnya, untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 
otonomi dan tugas bantuan. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditentukan pula 
pembagiannya, ada urusan pemerintahan daerah yang menjadi 
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang 
ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Adapun urusan pemerintah yang 
dikecualikan adalah: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 
moneter, fiskal, dan serta agama. 
Selanjutnya ditentukan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, 
atau walikota, dan ataupun perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengisian jabatan gubernur, bupati, 
  
 
atau wali kota tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi melainkan di pilih 
secara demokratis berdasarkan asas langsung , umum, bebas, rahasia, adil, 
dan jujur.14 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah 
menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan 
pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di 
daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah/dan atau 
pemerintah desa. 
Pembagian urusan pemerintah tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa 
selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap 
menjadi kewenangan pemerintah.Urusan pemerintahan tersebut 
menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup dan Negara secara 
keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri 
dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara 
untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan 
luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan 
kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan, misalnya 
mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan 
perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan 
bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan 
persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara bagi 
setiap warga negaranya dan sebagainya.  15 
B. Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik 
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1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (The General Principles 
of Good Governance) adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dasar 
yang wajib dipenuhi oleh suatu penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik.Asas-asas umum permerintahan yang baik merupakan bagian dari 
hukum positif yang berlaku dan mempunyai pengaruh pada penerapan 
peraturan perundang-undangan ataupun kebijaksanaan (bleidsregel).16 
Pemahaman terhadap AAUPB tidak dapat dilepaskan dari konteks 
kesejarahan, selain dari segi kebahasaan, karena asas ini muncul dari 
proses sejarah. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudaian AAUPB ini 
menjadi wacana yang dikaji dan berkembang di kalangan para-para 
sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interprestasi yang beragam, 
guna pemahaman awal kiranya diperlukan pengertian pengertian dari 
konteks kebahasaan dan kesejarahan. Dengan bersandar kepada kedua 
konteks ini, AAUPB ini dapat dipahami sebagai asas asas umum yang 
dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan 
pemerintahan itu menjadi  baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari 
kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan 
wewenang, dan tindakan sewenang wenang. 
Telah disebutkan bahwa AAUPB ini berkembang menjadi wacana 
yang dijadikan keajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa 
AAUPB merupakan konsep terbuka (open begrip).Sebagai ruang dan 
waktu dimana konsep ini berada.Atas dasar ini tidaklah mengherankan 
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jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda 
antara satu Negara dengan Negara lainnya atau antara sarjana yang 
satu dengan lainnya.Berdasarkan penelitiannya, jazim hamidi 
menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut. 
a. AAUPB ini merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang 
dalam lingkungan hukum administrasi Negara; 
b.  AAUPB ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi 
Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi 
hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi Negara 
(yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar 
pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; 
c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang 
tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik 
kehidupan dimasyarakat; 
d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan 
terpencar dalam berbagai  peraturan hukum positif. Meskipun 
sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, 
namun sifatnya masih tetap sebagai asas hukum. 
2. Fungsi dan arti penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 
Baik 
Pada awal kemunculannya, Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang 
Baik hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum 
(rechtsbesherming) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk 
peningkatan perlindungan hukum (vorhoogde rechtsbescherming) bagi 
warga Negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan 
sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, selain 
  
 
sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan (als 
toetsingsgronden in de rechtspraak en het beroep. Naast 
toetsingsgronden en in het verlengde daarvan zijn de abbb ook 
ongeschreven rechtsnormen voor het bestuursoptreden). J.B.J.M. ten 
Berge menyebutkan bahwa, “beginselen van behoorlijk bestuur komt 
men tegen in twee varianten, namelijk als toetsingsgrond voor de 
rechter en als instructienorm voor een bestuursorgaan.” Kemudian 
abbb (algemene beginselen van behaoorlijk bestuur) dalam dua varian, 
yaitu sebagai dasar penilaian bagi hakim dan sebagai norma pengarah 
bagi organ pemerintahan. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki 
arti penting dan fungsi sebagai berikut. 
1. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam 
melakukan penafsiaran dan penerapan terhadap ketentuan-
ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau 
tidak jelas. Kecuali itu sekaligus untuk membatasi dan 
menghindari kemungkinan administrasi Negara mempergunakan 
freies ermessen/melakukan kebijakan yang jauh menympang dari 
ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi 
Negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad, 
detournement de pouvoir, obus de droit, dan ultravires. 
2. Bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat 
dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986. 
3. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan 




4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislative 




3. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik di Indonesia 
Dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas 
umum penyelenggaraan Negara, yaitu sebagai berikut. 
1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang 
mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. 
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi alas 
an keteraturan, keserasian, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggara Negara 
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan 
kesejathraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia Negara. 
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, 
  
 
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.17 
4. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorikan ke 
dalam tiga belas (13) asas, yaitu: 
1. Asas KepastianHukum (Principle of Legal Security) 
Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh 
seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat 
Administrasi Negara.oleh sebab itu menurut HR< suatu lisensi 
tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa 
dalam pemberian ijin atau lisensi itu ada kekeliruan dari 
adminsistrasi Negara.lisensi yang tak boleh dicabut kembali itu 
harus itu haruslah berupa keputusan administrasi Negara yang telah 
memenuhi syarat materiil (syarat kewenangan bertindak) dan 
syarat formal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). 
Dengan demikian, demi kepastian hukum bagi orang yang 
menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan 
lisensi yang telah diberikan. 
                                                             




2. Asas Keseimbangan (Principle of Proportionality) 
Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam 
penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan 
kesalahan.Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-
lebihan sehingga tidak seimbang dengn kesalahan yang dilakukan 
pegawai yang bersangkutan. Pada saat ini di Indonesia sudah ada 
undang-undang tentang peradilan administrasi Negara (UU No.5 
tahun 1986) yang diharapkan lebih bias menjamin pelaksanaan 
asas keseimbangan ini sehingga perlindungan hukum bagi pegawai 
negeri dapat lebih sempurna. 
3. Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan (Principle of 
Equality) 
Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta 
yang sama alat administrasi Negara dapat mengam,bil tindakan 
yang sama. Adanya asas ini mungkin akan menimbulkan 
kekaburan asas yang pernah dikemukakan oleh Van Vollenhoven 
yaitu asas kasuistis dalam melaksanakan tindakan administrasi 
Negara. Prinsip kasuistis ini menghendaki perbedaan tindakan atau 
keputusan tersendiri atas peristiwa tertentu sehingga keputusan 
itupun tidak berlaku umum. 
Kekaburan pengertian ini bias diatasi jika kita berpegang pada 
sikap bahwa badan-badan pemerintahan tetap bertindak secara 
kusuistik (terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi masalah-
masalah pada bidangnya masing-masing, tetapi bersamaan dengan 
itu harus dijaga pula dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang 
  
 
sama janganlah sampai mengambil keputusan yang sifatnya saling 
bertentangan. 
4. Asas bertindak cermat (Principle of Carefulness) 
Asas ini menghendaki agar administrasi Negara senantiasa 
bertindak seacara berhati hati agar tidak menimbulkan kerugian 
bagi warga masyarakat.Tentang hal ini, terdapat yurisprudensi 
Hooge Raad tanggal 9 Januari 1942 yang bias dikemukakan 
sebagai contoh.Asas kecermatan mensyaratkan agar badan 
pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta 
yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang 
relevan dalam pertimbangannya. 
Apabila fakta-fakta yang penting kurang diteliti itu berarti tidak 
cermat.Asas kecermatan membawa serta bahwa badan pemerintah 
tidak boleh dengan menyimpang dari nasihat yang diberikan 
apalagi bila dalam panitia penasihat itu terdapat ahli-ahli dalam 
bidang tertentu. 
5. Asas Motifasi untuk Setiap Keputusan (Principle of Motifation) 
Asas ini menghendaki agar dalam pengambilan keputusan pejabat 
pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi cukup 
yang sifatnya benar.Adil dan tentunya jelas. 
Dengan alasan motivasi ini maka orang yang terkena keputusan 
menjadi tahu betul tentang alasan-alasan keputusan itu sehingga 
bila orang itu tidak menerimanya dapat memilih kontra argument 
yang tepat untuk naik banding guna memperoleh keadilan. 
6. Asas Jangan Mencampur Adukkan Kewenangan (Principle of Non 
Misuse of Competence) 
  
 
Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat 
administrasi Negara tidak menggunakan kewenangan atas 
kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan 
itu. 
Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kewenangan 
pemerintah secara umum mencakup tiga hal, yaitu kewenangan 
dari segi material, kewenangan dari segi wilayah, dan kewenangan 
dari segi waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan 
melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. 
Artinya bahwa asas jangan mencampuradukkan kewenangan ini 
menghendaki agar pejabat tata usaha Negara tidak menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam 
peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang 
melampaui batas. 
Penggunaan kewenangan diluar maksud pemberiannya dalam 
hukum dikenal dengan “detournement de pouvoir” 
(penyalahgunaan wewenang), satu istilah yang berasal dari tradisi 
hukum prancis.Bila pemerintahan menggunakan uang untuk 
pembinaan olahraga yang diambil dari anggaran yang sebenarnya 
digunakan untuk pembinaan KUD maka tindakan pemerintah itu 
termasuk detournement de pouvoir. 
Dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 
No. 5 tahun 1986) terdapat dua jenis penyimpangan penggunaan 
wewenang, yaitu penyalahgunaan wewenang (detournement de 
pouvoir) dan perbuatan sewenang-wenangnya (willekeur). 
  
 
7. Asas permainan yang layak (Principle of Fair Play) 
Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga dapat 
memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan 
kebenaran. Dengan kata lain asas ini menghargai eksistensi instansi 
peradilan yang dapat diminta untuk member keputusan yang adil 
oleh masyarakat baik melalui administratief beroep (instansi 
pemerintahan bersangkutan yang lebih tinggi) maupun badan-
badan peradilan (diluar instansi itu). Pentingnya asas ini ialah agar 
dapat dilakukan antisipasi jika ternyata instansi pemerintah 
memberikan keterangan kurang jelas, menyesatka, berat sebelah 
atau subyektif.Jika penawaran tertinggi suatu tender diberitahukan 
kepada satu perusahaan secara rahasia agar perusahaan itu agar 
perusahaan itu dapat memberikan penawaran yang lebih tinggi agar 
dapat menang, maka pejabat yang memberitahukan itu telah 
melakukan permainan yang tidak fair (melanggar asas fair 
play).Yang terpenting dari asas ini harus memberikan keterangan 
yang jelas. 
8. Asas Keadilan atau Kewajaran (Principle of Reasonable or 
Prohibition)  
Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah 
tidak perlu berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. 
Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang,dan tidak 




Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, 
seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.Oleh karena itu 
setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus 
selalu memperhatikan aspek keadilan ini.Sedangakan asas 
kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau 
administrasi Negara memperhatikan nilai nilai yang berlaku 
ditengah masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan agama, moral, 
adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. 
9. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (Principle of Meeting 
Raised Expectacion) 
Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat 
menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang 
berkepentingan.Pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga 
jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga Negara 
tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi 
pemerintah. 
10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal (Principle of 
Un doing the Consequences of an Annulled Decission) 
Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu 
keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus di 
hilangkan sehingga yang bersangkutan (terkena) harus diberikan 
ganti rugi atau rehabilitasi.Misalnya satu instansi membuat 
memberhentikan seorang pegawainya.Ternyata keputusan 
memberhentikan pegawai itu kemudian dibatalkan oleh lembaga 
peradilan administrasi (bidang kepegawaian).Maka semua akibat 
dari keputusan yang kemudian dibatalkan itu harus dibatalkan itu 
  
 
harus di hilangkan sehingga instansi yang membuat keputusan 
pemberhentian itu bukan saja harus menerima pegawai yang 
bersangkutan untuk bekerja lagi di instansi itu, tetapi juga harus 
mengganti kerugian akibat keputusan yang pernah dibuatnya. 
11. Asas Perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (Principle 
of Protecting the Personal Way of Life )  
Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan 
atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan 
pandangan (cara) hidup yang dianutnya. Penerapan azas ini di 
indonesia harus ditekankan pada pembatasan dari garis-garis moral 
pancasila yang merupakan falsafahhidup bangsa. Dengan demikian 
pandangan hidup itu dalam pelaksanaannya dalam harus diberikan 
batasan moral sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang 
relegius. Yurisprudensi di Nederland yang membatalkan tindakan 
disiplin atas pegawai yang melakukan hubungan intim dengan 
sekretaris wanita di instansinya (lihat putusan Centrale Raad van 
Beroep tanggal 29 mei 1951) kiranya tidak harus pula diberlakukan 
di indonesia, sebab tindakan pegawai seperti itu bertentangan 
dengan baik perasaan moral maupun dengan jiwa peraturan disiplin 
pegawai yang berlaku. Di Indonesia perlindungan atas pandangan 
(cara) hidup harus tetap diberikan tetapi harus pula dalam kerangka 
nilai-nilai moral sesuai dengan pancasila sebagai pandangan hidup 
dan kepribadian bangsa. 
12. Asas kebijaksanaan 
Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, 
pemerintah diberikan kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan 
  
 
tanpa harus selalu menunggu instruksi.Pemberian kebebasn ini 
berkaitan dengan perlunya tindakan positif dari pemerintah yaitu 
menyelenggarakan kepentingan umum.Jadi disamping 
melaksanaka peraturan perundangan yang ada (eksekutif) 
pemerintah dapat juga melakukan tindakan positif atau 
kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. 
13. Asas penyelanggaraan Kepentingan Umum (Principle of Publik 
Service) 
Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya 
pemerintah selalu menyelenggarakan kepentingan umum.Yaitu 
kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang 
banyak. 
Asas ini merupakan konsekuensi yang dianutnya konsepsi Negara 
Indonesia adalah Negara hukum yang dinamis (welfare state, 
Negara Kesejathraan) yang menuntut segenap aparat 
pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada 
penyelenggaraan kepentingan umum (alinea IV pembukaan UUD 
1945, dan pasal 33,34, batang tubuh UUD 1945). Oleh sebab itu 
asas penyelenggaraan kepentingan umum ini dengan sendirinya 
menjadi asas pemerintahan yang baik di Negara republic 
indonesia.18 
14. Asas Zulverheid van Oogmerk 
Asas ini berkenaan dengan kemurnian tujuan pemerintah, dalam 
agam Islam dikenal dengan Sabda Nabi Muhammad SAW “segala 
                                                             




sesuatu ditentukan oleh niat” (innama a’malu bin niat).Misalnya, 
apabila pemerintah bersama polisinya mengejar sekelompok 
penjahat, tetapi penjahatnya kemudian memasuki jalan terlarang, 
maka pemerintah bisa mengikuti masuk jalan terlarang, maka 
pemerintah bias mengikuti masuk jalan terlarang tersebut demi 
tidak hilangnya pengejaran.19 
C. Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan 
Kata “wewenang” berasal dari kata “authority” (inggris) dan 
“gezag” (belanda).Digambarkan secara umum bahwa wewenang 
merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau 
perbuatan publik.20 
a. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak 
untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang 
sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten plichten ). Dalam 
kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian 
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola 
sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan 
Negara secara keseluruhan. Sedangkan,21 
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b. Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan 
untuk melakukan suatu tindakan publik, atau secara yuridis adalah 
kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang 
berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. 
c. Menurut Philipus M.Hadjon bahwa yang dimaksud dengan 
wewenang (bevoegdheid) adalah kekuasaan hukum, jadi dalam 
konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 
Berkaitan dengan kekuasaan hukum ada dua hal yang perlu di 
deskripsikan, yakni yang berhubungan dengan keabsahan (sahnya) 
tindakan pemerintahan dan kekuasaan hukum dimana kedua hal 
tersebut saling memiliki keterkaitan. Suatu tindakan pemerintahan 
sah bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban 
hukum, dan suatu tindakan pemerintahan mempunyai kekuasaan 
hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan hukum.22 
2. Unsur-unsur Kewenangan 
Berbicara mengenai kewenangan, maka terdapat beberapa hal yang 
merupakan unsur atau kompenen dari kewenangan tersebut, yaitu: 
a. Pengaruh 
Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subjek hukum. 
b. Dasar hukum 
Bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar 
hukumnya. 
c. Konformitas hukum 
                                                             




Mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar 
umum untuk semua jenis wewenang dan standar khusus untuk 
jenis wewenang tertentu. 
3. Sifat-sifat kewenangan 
Beberapa kewenangan pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat 
dibagi menjadi sebagai berikut : 
a. Kewenangan bersifat serikat 
Kewenangan ini terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan 
kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat 
digunakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus 
diambil.Terdapat aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-
syarat digunakannya wewenang. Sayarat tersebut mengikat bagi 
organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan 
mewajibkan sesuai dengan aturan dasar yang dimaksud ketika 
wewenang tersebut dilaksanakan/dijalankan.  
b. Kewenangan bersifat fakultatif 
Kewenangan ini dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi 
Negara namun demikian tidak ada suatu kewajiban atau keharusan 
untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih 
ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan 
dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya. 
 
 
c. Kewenangan bersifat bebas 
Kewenangan ini terjadi jika peraturan dasarnya memberikan 
kebebasan kepada badan ataupun pejabat pemerintah untuk 
  
 
menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup 
kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu 
tindakan ataupun perbuatan pemerintahan. 
4. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 
Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah adalah 
bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Secara 
teoritis menurut H.D.Van Wijk kewenangan yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu 
: atribusi (atribute), delegasi (delegatie), dan mandate (mandaat). 
a. Atribusi adalah wewenang pemerintah oleh pembuat UU kepada 
organ pemerintahan. 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu 
organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. 
c. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Berbeda dengan van wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek 
mengemukakan bahwa hanya ada 2 cara organ pemerintahan 
memperoleh wewenang, yaitu atribusi, dan delegasi. Dimana 
dikemukakan bahwa : 
“Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, 
sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah 
ada oleh organ yang telah mempunyai wewenang secara atributif 




Dalam hal mandat, tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak 
pula pelimpahan wewenang.Dalam mandat tidak tidak terjadi 
perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan 
internal. Misalnya Gubernur dengan pegawainya, Gubernur 
mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawainya 
untuk mengambil keputusan tertentu atas nama gubernur, 
sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap 
berada pada orga pemerintahan provinsi, pegawai memutuskan 
secara faktual, Gubernur secara yuridis. 
Akan tetapi berkaitan dengan tidak berwenangnya suatu badan atau 
pejabat pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan 
pemerintahan tersebut, menurut Philipus M Hadjon dapat 
dibedakan menjadi 3 yaitu : 
a. Tidak berwenang dari segi materi 
Artinya, seseorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tata 
usaha Negara tentang materi atau masalah tertentu yang 
sebenarnya materi atau masalah tersebut itu menjadi wewenang 
dari badan pejabat lain. 
b. Tidak berwenang dari segi wilayah atau tempat 
Artinya, keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh 
badan atau pejabat pemerintah/tata usaha Negara mengenai 
sesuatu yang berada diluar wilayah jabatannya. 
c. Tidak berwenang dari segi waktu 




Untuk mengetahui “tidak berwenang”, atau berwenangnya 
badan atau pejabat tata usaha Negara melakukan tindakan 
pemerintahan, melalui langkah interpretasi sistematis terhadap 
ketentuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang wewenang 
pemerintahan. 
Dalam kajian Hukum Administratisi Negara, mengetahui 
sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan 
ini penting karena berkenaan dengan tanggungjawaban hukum 
dalam penggunaan wewenang tersebut, ini sejalan dengan 
salahsatu prinsip dalam Negara hukum bahwa “tidak ada 
kewenangan tanpa ada pertanggungjawaban”. Jadi setiap 
pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu, 









                                                             






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Dalam penulisan ini meggunakan jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data di 
lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan 
wawancara terhadap pihak-pihak terkait. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di kantor Walikota Makassar, 
dipilihnya tempat tersebut karena  penulis ingin mengetahui 
kewenangan pelaksanaan tugas dari pelaksana tugas sementara (Plt) 
Walikota Makassar dalam pengambilan kebijakan mutasi. 
B. Pendekatan Penelitan 
Pendekatan penelitian yang digunakan peda penelitian ini adalah 
pendekatan  Undang-Undang , dan pendekatan sosiologis yang terjadi di 
Kota Makassar.  
Pendekatan undang-undang ialah pendekatan dengan menggunakan 
legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan beschikking/decree, yaitu 
suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat 
konkret dan khusus, misalnya keputusan Presiden, keputusan Menteri, 
keputusan Bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Dan dalam hal ini 
yang dikaji oleh peneliti ialah kebijakan pelaksana tugas dalam melakukan 
mutasi kepada pejabat.24 
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Pendekatan sosiologis ialah pendekatan mengkaji teori mengenai 
proses terjadinya hukum, proses bekerjanya hukum, serta akibat yang 
timbul di masyarakat. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini adapun sumber data yang yang digunakan adalah : 
1. Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari sumber awal atau responden 
(objek penelitian), pakar, narasumber, dan pihak pihak yang terkait di 
dalam skripsi ini melalui wawancara. 
2. Data sekunder 
Data yang di terima peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara atau secara tidak langsung berupa literatur, catatan, bukti 
yang telah ada, arsip yang yang dipublikasikan secara langsung 
maupun tidak di publikasikan secara umum. Data sekunder meliputi 
studi pustaka, karya ilmiah, literatur data lembaran daerah, maupun 
undang-undang/peraturan daerah yang tersedia di kantor Walikota 
Makassar serta bagian hukum pemerintah kota Makassar yang 
diperlukan dalam penelitian ini25 
 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah 
menggunakan pencampuran dari metode yuridis dan empiris.Yaitu : 
1. Observasi  
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Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 
sistematis sebelum penelitian mengenai fenomena yang terjadi di 
lingkup kantor Walikota Makassar yang kemudian dilakukan 
pencatatan oleh peneliti. 
2. Wawancara 
Wawancara, yaitu melakukan Tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu bagian Hukum dan 
HAM kantor Walikota Makassar berkaitan pandangan hukum terkait 
pengambilan kebijakan mutasi yang dikeluarkan Pelaksana Tugas 
Sementara (Plt) Walikota Makassar, dan bagian BKPSMD kantor 
Walikota Makassar berkaitan dengan masalah mutasi di lingkup kantor 
walikota Makassar.   . 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya 
monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 
catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, 
yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian. Dengan 
demikian dokumentasi merupakan hal yang begitu penting dalam 
melakukan penelitian. 
E. Analisis 
Untuk menganalis peran pelaksana tugas (Plt) walikota Makassar 
dalam pengambilan kebijakan.Maka data yang didapat kemudian 
dikumpulkan baik itu maupun primer maupun sekunder, dan di analisis 
secara deskriptif.Kemudian selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu 
  
 
menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan 
penyelesaian yang berkaitan dengan penulisan ini. 
F. Pengajuan Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang di sajikan, maka dipergunakan 
materi sebagai berikut : 
1. Deskriptif yaitu pada umumnya digunakan dalam menguraikan, 
mengutip, atau menegaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan 
uraian umum. 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
. 
1. Gambaran Umum Bidang Hukum dan HAM Kota Makassar 
Tugas pokok dan fungsi Bidang Hukum dan HAM yaitu : 
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pengkajian 
hukum, legislasi daerah, menyusun dan/atau memproses Rancangan 
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, memberikan bantuan 
hukum dan membina keluarga sadar hukum (KADARKUM) kepada 
masyarakat Kota Makassar. 
Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut,  bagian Hukum 
dan HAM Kota Makassar mempunyai fungsi sebagai beriku: 
1. Pelaksanaan pengkajian perumusan perundang-undangan. 
2. Pelaksanaan telaahan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
3. Pelaksanaan program legislasi daerah. 
4. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan 
dokumentasi produk hukum dan pempublikasian produk 
hukum daerah. 
5. Pelaksanaan koordinasi bahan pertimbangan dan pelaksanaan 
bantuan hukum bagi aparatur penyelenggara Pemerintah Kota 
Makassar. 
6. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan hukum dan gerakan sadar 
hukum bagi masyarakat. 
7. Mengatur penyebaran dokumen hukum. 
  
 
8. Melaksankan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya. 
9. Mempersiapkan bahan bahan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum. 
10. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang perlu untuk 
dipublikasikan dan atau disajikan. 
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
Susunan organisasi Bagian Hukum dan HAM dalam melakukan tugas 
pokok adalah sebagai berikut: 
a. Kepala bagian Hukum dan HAM 
b. Sekertariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian bantuan hukum 
2. Sub Bagian Perundang-Undangan 
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. 
Adapun visi dan Misi bagian Hukum dan HAM Kota Makassar yaitu : 
Visi Bagian Hukum dan Ham Setda Makassar : 
Terwujudnya Produk hukum yang berkualitas, efektif dan efesien 
serta membentuk mental aparatur hukum yang professional, handal dan 
mampu memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat Kota Makassar. 
Misi Bagian Hukum dan Ham Setda Makassar : 
a. menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas. 
b. Meningkatkan kualitas SDM aparat Bagian Hukum. 
c. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum. 
d. Memberikan jaminan dan kepastian hukum. 
  
 
e. Meningkatkan sarana dan prasarana produk hukum. 
f. Menyebarluaskan informasi hukum. 
2. Gambaran Umum Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar 
Susunan Organisasi Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar: 
a. Kepala Badan 
b. Kelompok Jabatan Profesional 
c. Sekretaris 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan 
2. Sub Bagian Keuangan 
Sub BagianUmum dan Kepegawaian 
d. Bidang Pengadaan dan Informasi 
1. Sub bidang Pengadaan dan Pengangkatan ASN 
2. Sub bidang Data dan Informasi 
3. Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN 
e. Bidang pengembangan Karier dan Hak Hak ASN 
1. Sub Bidang Kepengangkatan Jabatan Dan Hak-Hak ASN 
2. Sub bidang Mutasi dan Profesi 
3. Sub Bidang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 
f. Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi 
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN 
2. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Kerjasama Diklat 
3. Sub Bidang Pola Karier dan Pengembangan Kompetensi 
g. Bidang kinerja dan Penghargaan 
1. Sub Bidang Penilaian Kinerja Penggajian dan Tunjangan  
  
 
2. Sub Bidang Perlindungan, Penghentian dan Disiplin ASN  
3. Sub Bidang PenghargaanASN 
 Adapun Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan Daerah (BKPSDMD) yaitu: 
1. Profesional 
Istilah "profesional" dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria 
pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan 
persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan 
berorientasi pada prestasi kerja. 
2. Bersih 
Yang dimaksud dengan "bersih" yaitu untuk menunjukkan bahwa 
setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas dan mampu menyelenggarakan 
amanah dan tanggung jawab secara baik sehingga akan terhindar dari 
adanya praktek–praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
3. Kompetitif 
Yang dimaksud dengan "kompetetif" yaitu memiliki nilai lebih 
yang dapat dijadikan modal dasar dalam berkompetisi baik secara pribadi 
maupun untuk kepentingan organisasi dalam arti memiliki daya saing yang 
tinggi. 
Misi dari BKPSDMD ialah : 
1. Mewujudkan manajemen Kepegawaian dan sumber daya aparatur 
pemerintah daerah yang bersih dan professional 
2. Mewujudkan manajemen Kepegawaian dan sumber daya aparatur 
pemerintah daerah yang bersih dan professional 
3. Penyajian data kepegawaian yang apresiatif 
  
 
4. Peningkatan koordinasi aktif dibidang kepegawaian dengan SKPD sebagai 
mitra strategis 
5. Mewujudkan pelayanan kepegawaian secara efektif dan efisien yang 
berbasis teknologi 
6. Mendukung kreatifitas dan kepastian karier aparatur.26 
 
 
B. Kewenangan Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar 
Dalam Mengambil Kebijakan Mutasi 
Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan pejabat pelaksana 
tugas  Sementara walikota Makassar, terlebih dahulu mengetahui tentang 
teknis penataan organisasi perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 disebutkan bahwa dasar utama penyusunan 
perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan 
wajib dan urusan pilihan. Namun tidak bararti bahwa setiap penanganan 
urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.27 
Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan dalam rangka 
penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar sektor, 
sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam 
penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, 
asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervise, pelatihan serta 
kerjasama. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan 
prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan 
                                                             
26http://makassarkota.go.id/ (diakses pada  8 mei 2019, pukul 23.06) 
27Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
  
 
fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan 
efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. 
Selanjutnya mengenai pejabat pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara 
biasanya dalam lingkup pemerintahan disebut dengan penjabat, dalam hal ini yang 
menjadi dasar hukum dari penjabat yakni pada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, 
dan pemberhentian epala daerah dan wakil kepala daerah. 
Dari hal di atas mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menjadi acuan dalam hal 
pengangkatan pelaksana tugas sementara atau disebut dengan penjabat. 
Dalam peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Pasal 132 dijelaskan 
mengenai penjabat. Pada Pasal 132 butir (1) menetapkan yakni “Penjabat kepala 
daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal 130 butir (3) dan Pasal 131 butir (4), 
diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan kriteria : 
1. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan, yang dibuktikan 
dengan riwayat jabatan. 
2. Menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan 
sekurang-kurangnya IV/c bagi penjabat Gubernur dan jabatan 
struktural esselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi 
penjabat Bupati/Walikota. 
3. Daftar penilaian Pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir 
sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik”28. 
Lanjut pada butir (2) ditetapkan yakni “Bagi sekretaris daerah yang diusulkan 
menjadi penjabat kepala daerah, untuk sementara melepaskan jabatannya dan 
ditunjuk pelaksana tugas”. 
                                                             
28Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 
  
 
Lanjut pada butir (3) ditetapkan yakni “Dalam pelaksanaan tugasnya penjabat 
kepala daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
bagi penjabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi penjabat 
Bupati/Walikota”. 
Lanjut pada butir (4) ditetapkan yakni “Masa jabatan penjabat kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada butir (1), paling lama 1(satu) tahun”. 
Lanjut pada butir (5) ditetapkan yakni “Laporan pertanggungjawaban penjabat 
Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi 
penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 
Lanjut pada butir (6) ditetapkan yakni “Pelaksana tugas 
penjabatBupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 
Lanjut pada butir (6) ditetapkan yakni “Pelaksana tugas penjabat kepala 
daerah sebagaimana dimaksud pada butir (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri 
Dalam Negeri”. 
Pejabat pelaksana tugas sementara dapat diangkat apabila kondisi dalam 
pemerintahan terjadi kekosongan dalam hal ini Walikota Makassar Dani 
Pommanto yang mengharuskan  cuti 4 bulan berdasarkan peraturan yang berlaku 
untuk ikut kembali dalam pemilihan kepala daerah kota Makassar. 
Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Pasal 
4 ayat 1 Tentang cuti diluar tanggungan Negara bagi Gubernur dan wakil 
Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil Walikota yang 
berbunyi “Selama Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta 
Walikota dan wakil Walikota menjalani cuti diluar tanggungan Negara 
sebagaimana disebut dalam pasal 3, maka ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, 
  
 
pelakasana tugas Bupati, dan Pelaksana tugas Walikota sampai selesai masa 
kampanye. 
Peraturan menteri dalam Negeri diatas berkaitan erat dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 yang menyataka bahwa dalam kondisi tersebut 
akan di ditunjuk penjabat pelakasana tugas sementara kepala daerah. 
Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan 
hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan 
oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. 
Dengan demikian wewenangpemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain : 
a.  Expres implied 
b. Jelas maksud dan tujuannya. 
c. Terikat pada waktu tertentu. 
d. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis. 
e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit. 
Mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara Walikota Makassar, 
penulis dapat jelaskan sebagai berikut : 
1. Dasar hukum pengangkatan jabatan pelaksana tugas walikota 
Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut sebagai penjabat 
telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang 
cuti di luar tanggungan Negara bagi Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan 
wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota. 
Sehubung dengan hal tersebut, diatas sesuai dengan hasil penelitian penulis 
dilapangan memperoleh informasi dari hasil observasi dan wawancara tentang 
pengunduran sementara walikota Makassar sebagai pejabat definitif dikarenakan 
mengambil cuti dalam kurun waktu 4 bulan untuk mengikuti pemilihan kepala 
daerah dan mengangkat wakil walikota Makassar sebagai pelaksana tugas. Dasar 
  
 
hukum yang digunakan dalam keputusan tersebut yaitu Undang Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. 
2. Kondisi  diadakannya pelaksana tugas sementara  
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 pasal 4-5 bahwa 
diadakannya pelaksana tugas sementara atau penjabat yaitu : 
Pasal 4 
1. Selama Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan wakil Walikota menjalani cuti diluar tanggungan Negara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, 
pelaksana tugas Bupati, dan pelaksana tugas Walikota sampai selesai masa 
kampanye. 
2. Pelaksana tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari pejabat pimpinan madya kementerian dalam negeri atau pemerintah 
daerah provinsi 
3. Pelaksana tugas Bupati/Walikota sebagaimana disebut pada ayat(1) berasal 
dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau 
kementrian dalam negeri. 
 
Pasal 5 
1. Pelaksana tugas gubernur sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
ditunjuk oleh Menteri. 
2. Pelaksana tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) di tunjuk oleh menteri atas usulan Gubernur. 
Mengenai masa jabatan pelaksana tugas sementara berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan dengan Kasubag Dokumentasi dan Informasi 
  
 
Hukum Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Makassar Ibu Asma Suharti 
menyatakan bahwa: 
“sekarang ada istilah penjabat yang berlaku mulai awal tahun 2018, masa 
jabatannya itu per triwulan artinya bahwa masa jabatannya 3 bulan jika dirasa 
cakap maka di tambahkan lagi 3 bulan” 
Menurut penulis sendiri, pendapat tersebut agak keliru karena sudah di 
jelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun2018 
bahwa masa jabatan penjabat atau plt sampai berakhir pada saat masa 
kampanye juga berakhir. 
3. Perbedaan pelaksana tugas sementara dengan walikota defenitif 
1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD 
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD 
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan 
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan 




Mengenai kewenangan pelaksana tugas sementara berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan dengan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Makassar Ibu Asma Suharti menyatakan 
bahwa: “penjabat atau pelaksana tugas mempunyai kewenangan yang sama 
dengan pejabat defenitif perbadaannya hanyalah masalah waktu, penjabat atau 
pelaksana tugas hanyalah 3 bulan”.29 
Menurut penulis sendiri, pernyataan tersebut keliru, dan kurangnya 
pemahaman dari narasumber, karena Kewenangan pelaksana tugas sementara 
dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki beberapa perbedaaan dengan 
pejabat deifinitif diantaranya adalah pejabat pelaksana tugas sementara tidak dapat 
melakukan kebijakan yang bersifat struktural dan hanya dapat mengeluarkan 
kebijakan yang bersifat administrasi saja.Salah satu kebijakan yang tak bisa 
dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas sementara adalah melakukan kebijakan 
Mutasi. Dalam permasalahan kali ini adalah mutasi yang dilakukan pejabat 
pelaksana tugas sementara (Plt) walikota Makassar yang memutasi 113 pejabat 
struktural III dan IV lingkup Pemkot Makassar antara lain Kabag Protokol, Kabid 
Pelayanan Dinas Sosial, Kabid Personalia di Dinas Damkar, Dinas DLH, 
Inspektorat Wilayah, Dispenda, dan beberapa seksi di kelurahan. berdasarkan 
Pasal 132 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008.kewenangan  pelaksana 
tugas hanya sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga 
kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam 
pelaksanaan pemerintahan. 
                                                             




C. Akibat Hukum Atas Kebijakan Mutasi Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat 
Pelaksana Tugas Sementara Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai 
Kepala Daerah 
Perbincangan mengenai peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam dunia ilmu 
hukum khususnya dalam ilmu hukum administrasi negara dipandang relatif 
mengalami keterlambatan dibandingkan dengan sarana-sarana administrasi 
lainnya seperti ketetapan (beschikking) dan peraturan (regeling) ataupun 
perencanaan (het plan). 
Peraturan kebijakan (beleidsregel) adalah suatu peraturan umum tentang 
pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara yang ditetapkan 
berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintah yang berwenang. 
Lahirnya (beleidsregel) ini dari adanya kewenangan bertindak bebas  
(freies ermessen) dari pejabat pemerintahan. Namun kemudian 
perkembangannya, baru disadari bahwa beleidsregel tidak lain dari (freies 
ermessen)dalam wujud tertulis dan dipublikasi ke luar. 
Kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara berdasarkan wewenang 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kemudian dituangkan dalam 
berbagai bentuk-bentuk hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam golongan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk-bentuk peraturan perundang-
undangan yang disebut diatas beraneka ragam, antaralain mencakup: Peraturan 
Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri/Peraturan 
Badan/Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah 
atas perintah Undang-Undang; Peraturan Direktur Jenderal; Peraturan Daerah 




Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau freies 
ernessen, namun dalam suatu negara hukum penggunaan freies ernessen ini harus 
dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. 
Menurut Muchsan (1981: 27) pembatasan penggunaan freis ernessen adalah: 
1. Penggunaan (freies ernessen)tidak boleh bertentangan dengan sistem 
hukum yang berlaku (kaidah hukum positif). 
2. Penggunaan (freies ernessen) hanya ditujukan demi kepentingan umum. 
Ditinjau dari proses pembentukannya, peraturan kebijaksanaan 
(beleidsregel) lahir dari adanya wewenang pemerintah untuk bertindak 
bebas (freies ermessen) sehingga peaturan kebijaksanaan memiliki 
karakteristik atau ciri-ciri mendasar yang membedakan dengan peraturan 
perundang-undangan. J.H. Van Kreveld (Markus Lukman, 1997: 121 ) 
mengemukakan, ciri utama dari peraturan kebijkan adalah: 
1. Pembentukan peraturan kebijkan tidak didasarkan pada ketentuan yang 
tegas-tegas bersumber dari atribusi atau delegasi undang-undang. 
2. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang bersumber pada 
kewenangan bebas bertindak instansi pemerintah atau hanya 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan 
atau pejabat tata usaha untuk atas inisiatif tersendiri mengambil 
tindakan hukum publik yang bersifat mengatur maupun penetapan. 
3. Redaksi atas isi peraturan bersifat luwes dan umum tanpa menjelaskan 
kepada warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya instansi 
pemerintah melaksanakan kewenangan bebasnya terhadap warga 
masyarakat dalam situasi yang ditentukan (dikenai) suatu peraturan. 
  
 
4. Redaksi peraturan yuridis kebijkan di negara belanda ada yang 
dibentuk mengikuti format peraturan perundangan biasa, dan 
diumumkan secara resmi dalam berita berkala pemerintah, walaupun di 
dalam konsiderannya tidak menunjuk kepada undang-undang yang 
memberikan wewenang pembentukannya kepada badan pemerintah 
yang bersangkutan. 
5. Dapat pula ditentukan sendiri format yuridisnya oleh pihak pejabat 
atau badan tata usaha negara yang memilki ruang kebijkasanaan untuk 
itu. 
kenyataan dalam praktek, bahwa banyak peraturan kebijaksanaan yang 
dibuat dan mengikat secara hukum terhadap warga masyarakat, sehingga 
peraturan kebijaksanaan sama halnya dengan peraturan perundang-undangan. Jika 
kenyataan tersebut yang berkembang dan digunakan sebagai landasan berfikir, 
maka dalam memetakan persamaan antara peraturan perundang-undangan dan 
peraturan kebijaksanaan yang sama-sama berlakukeluar, ditujukan kepada 
masyarakat umum, dan mengikat secara umum, karena masyarakat yang terkena 
peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Dengan demikian 
peraturan kebijaksanaan yang umum sifatnya, berkembang menjadi mengikat 
secara umum dan ditujukan kepada umum.Perkembangan yang terjadi ini sebagai 
permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. 
Berbicara mengenawai wewenang, kewenangan daerah sendiri mencakup 
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam 
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama, serta kewenangan dalam bidang lain-lain. Kewenangan dalam bidang lain 
tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem 
  
 
adminisrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, 
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi 
dan standarisasi nasional. 
Kewenangan daerah adalah hak dan kekuasaan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi logis “model” 
negara kesatuan maka kewenangan-kewenangan daerah di Indonesia merupakan 
pemberian pemerintah pusat. Besar kecilnya kewenangan tidak ditentukan sendiri 
oleh suatu daerah tetapi ditentukan pemerintah pusat.Walaupun demikian 
pemerintah pusat masih menyisihkan ruang yang dapat dimaksimalkan daerah, 
dimana daerah diberi kebebasan menjabarkan sendiri kewenangan sesuai kondisi 
obyektif. 
Ruang bebas yang tersedia itu hendaklah dimanfaatkan seoptimal mungkin 
untuk mendesain organisasi dan manajemen pemda yang ramping dan 
efisien.Hindari pemahaman yang keliru bahwa setiap kewenangan senantiasa 
diwadahi dalam suatu institusi. Pola kerja ini akan semakin menggemukkan 
birokrasi yang pada akhirnya mengurangi unjuk kerja (performance) aparatur 
dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Untuk 
itu diperlukan kaji tindak secara holistik komprehensif agar terpilah lingkup 
kewenangan yang akurat sehingga bisa dihindari duplikasi dan (overlapping) 
pembentukan institusi yang mewadahi kewenangan dan fungsi. 
Dari bebarapa penjelasan yang ada kesemuanya akan menjadi acuan bagi 
pelaksana tugas sementara walikota dalam kedudukannya sebagai kepala daerah 
dalam peletakan wewenang sebagai pejabat yang berwenang. Pada faktor kualitas 
pelayanan publik, seorang kepala daerah dituntut untuk menjaga kualitas 
pelayanan agar meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki 
daerah.Ketersediaan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, 
  
 
pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, 
kependudukan dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif mengalami 
peningkatan. 
Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah tersedianya sarana dan 
prasarana umum untuk kepentingan publik.Dan sebagai pejabat yang berwenang 
yang menjalankan kebijaksanaan pemerintahan daerah, seorang kepala daerah 
harus memiliki visi yang terdepan dalam pembangunan daerah. 
Untuk itu sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri, birokrasi merupakan 
bagian integral yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan kewenangan 
pemerintahan.Sehingga pelaksanaan pembinaan sangat penting dilakukan untuk 
memberdayakan kualitas pegawai negeri tersebut.Upaya peningkatan 
profesionalisme pegawai negeri sipil dimaksudkan untukmeningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas pegawai negeri sipil sebagai unsur pelaku layananmasyarakat.Hal 
ini dilakukan sebagai upaya untuk mengimbangi tuntutan (demand) masyarakat 
yang terus meningkat sebagai akibat meningkatnya sistem masyarakat. 
Pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu akibat hukum atas 
kebijakan mutasi yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara dalam 
menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah adalah pejabat pelaksana tugas 
sementara (Plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam 
menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan 
berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 
2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi 
aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat 
pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi kepada 113 pejabat 




Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) 
Dr. H. Basri Rakhman, M.si menyatakan bahwa:“Pelaksana Tugas (plt) itu tidak 
boleh melakukan mutasi tapi boleh melakukan   pengisian jabatan lowong. Karena 
prinsipnya sederhana, Undang-Undang itu hanya kesepakatan dari orang-orang 
elit sehinga kita patuhi aturan tersebut. Logikanya kenapa plt diberi kewenangan 
mengisi jabatan lowong atau kosong karna akan terjadi stagnasi dalam 
pemerintahan jika kewenangan tersebut tidak ada. Oleh karena itu plt tetap diberi 
kesempatan kewenangan mengisi jabatan lowong tapi bukan mutasi.” 
Selanjutntya beliau juga mengemukakan lebih jelas mengenai perbedaan 
dari mutasi dan mengisi jabatan yakni: 
“kenapa pelaksana tugas (Plt) Walikota Makassar melantik beberapa ASN 
karena jabatan tersebut lowong atau jabatan tersebut kosong, beda dengan mutasi, 
kalau mutasi yaitu memindahkan seseorang yang memiliki jabatan diganti dengan 
dengan yang juga punya jabatan, kalau hal tersebut tidak di perbolehkan. Tetapi 
kalau ada jabatan yang kosong yah boleh dia isi atau pindahkan dan hal tersebut 
tidak melanggar.” 
Menyangkut hal tersebut diatas, hasil wawancara dengan bapak Dr. H. 
Basri Rakhman, M.si Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) kota Makassar, beliau menyatakan bahwa 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara tersebut yaitu 
kebijakan pengisian jabatan lowong bukan kebijakan mutasi pegawai. Oleh karena 
itu pejabat pelaksana tugas sementara Walikota Makassar boleh melakukan 
pengisian jabatan. 
Selanjutnya mengenai  sahnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaksana 
tugas walikota Makassar, bapak Basri Rakhman menjelaskan: 
  
 
“itu semua dipindahkan karena adanya jabatan yang lowong dan itu semua 
telah mendapatkan persetujuan tertulis dari kementerian dalam negeri. Akan tetapi 
jika kebijakan tersebut bersifat mutasi itu tidak diperbolehkan dan melanggar 
hukum”30 
Menurut penulis sendiri, implikasi hukum mengenai kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Sementara Walikota Makassar Makassar adalah 
tidak sah, pengisian jabatan yang lowong tidak logis dengan fakta yang terjadi, 
walaupun sesuai dengan prosedur yang ada dengan meminta izin kepada 
kementerian dalam negeri atas kebijakan pengisian jabatan yang kosong, akan 
tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Plt walikota Makassar 
melakukan Mutasi sebanyak 113 pejabat struktural III dan IV lingkup Kota 
Makassar, pengisian jabatan yang lowong tidak mungkin sebanyak itu.menurut 
Surat Edaran Menteri dalam Negeri (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang penggantian 
pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak. 
Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut Surat Edaran tersebut, 
pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri 
Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan 
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Dari rangkaian pembahasan diatas dan sesuai dengan hasil penelitian penulis, 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kewenangan pelaksana tugas sementara dalam melaksanakan roda 
pemerintahan memiliki beberapa perbedaaan dengan pejabat deifinitif 
diantaranya adalah pejabat pelaksana tugas sementara tidak dapat 
melakukan kebijakan yang bersifat struktural dan hanya dapat 
mengeluarkan kebijakan yang bersifat administrasi saja. Salah satu 
kebijakan yang tak bisa dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas sementara 
adalah melakukan kebijakan Mutasi, Namun dalam keanyataannya Plt 
Walikota Makassar memutasi 113 pejabat struktural III dan IV lingkup 
Pemkot Makassar antara lain Kabag Protokol, Kabid Pelayanan Dinas 
Sosial, Kabid Personalia di Dinas Damkar, Dinas DLH, Inspektorat 
Wilayah, Dispenda, dan beberapa seksi di kelurahan. merujuk pada Pasal 
132 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008. Kewenangan  pelaksana 
tugas hanya sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga 
kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam 
pelaksanaan pemerintahan. 
2. Implikasi Hukum dari Kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas 
sementara walikota Makassar adalah tidak sah, pengisian jabatan yang 
lowong tidak logis dengan fakta yang terjadi, walaupun sesuai dengan 
prosedur yang ada dengan meminta izin kepada kementerian dalam negeri 
atas kebijakan pengisian jabatan yang kosong, akan tetapi kenyataan 
  
 
dilapangan menunjukkan bahwa Plt walikota Makassar melakukan Mutasi 
sebanyak 113 pejabat struktural III dan IV lingkup Kota Makassar, 
pengisian jabatan yang lowong tidak mungkin sebanyak itu.menurut Surat 
Edaran Menteri dalam Negeri (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang 
penggantian pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang 
Menyelenggarakan Pilkada Serentak. Dalam hal terjadinya kekosongan 
jabatan, menurut Surat Edaran tersebut, pengisian yang dilakukan oleh 
Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya 
dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan 
selektif, dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 
2018. 
B. Saran 
Mengenai pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisis maka penulis 
menyarankan yaitu: 
1. Perlu adanya peraturan atau regulasi yang mengatur tentang pelaksana 
tugas sementara, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan 
perundang-undangan yang intinya mengatur mengenai teknis pelaksanaan 
pengangkatan pelaksanaan tugas sementara serta hak dan kewajiban 
pelaksana tugas sementara. Karena hal ini sangat penting agar dalam 
pelaksanaan tugas pejabat pelaksana tugas sementara dapat berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. 
2. Perlu adanya dukungan dari SKPD atau ASN terhadap Pelaksana tugas 
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